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Buku ajar ini disusun sebagai respons atas kebutuhan literatur akademis 

yang mendalam mengenai Filsafat Hukum dalam konteks kurikulum 
pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Perkembangan pesat dalam 
teknologi, isu-isu hak asasi manusia, dan dinamika sosial politik 
kontemporer menuntut para mahasiswa dan praktisi hukum untuk tidak 
hanya memahami hukum sebagai serangkaian aturan positif, tetapi juga 
menggali fondasi filosofis, nilai, dan tujuan di baliknya. Pemahaman yang 
bersifat fundamental ini menjadi krusial untuk membentuk para yuris yang 
tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga bijaksana, kritis, dan 
berintegritas. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan mampu 
mengisi ruang tersebut dengan menyajikan pembahasan yang sistematis, 
mulai dari pengantar dan ruang lingkup filsafat hukum, perdebatan 
ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hingga analisis terhadap aliran-
aliran utama dan problematika hukum di era disrupsi. Tujuannya adalah 
untuk membekali pembaca dengan kerangka berpikir yang kokoh untuk 
menganalisis, mengevaluasi, dan pada akhirnya, mengembangkan hukum 
agar senantiasa relevan dengan tuntutan keadilan masyarakat. 
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Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar yang berjudul “Filsafat Hukum: 
Teori, Aliran, dan Problematika Kontemporer” ini dapat diselesaikan. Buku 
ini dirancang sebagai panduan bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi 
hukum untuk menyelami pemikiran-pemikiran mendasar yang membentuk 
cara kita memahami dan menjalankan sistem hukum. Harapan terbesar 
penulis adalah agar buku ini tidak hanya menjadi bahan bacaan wajib, 
tetapi juga menjadi pemicu diskusi dan refleksi kritis di kalangan pembaca. 
Semoga setiap bab yang disajikan dapat membuka cakrawala baru dan 
mendorong lahirnya para penegak hukum yang tidak hanya menjadi corong 
undang-undang, melainkan juga penjaga gawang keadilan sejati. Penulis 
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan. 
Tentu, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan 
saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka untuk 
perbaikan di masa mendatang. 
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BAB 1:  
 
 

PENGANTAR DAN  
RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan definisi filsafat hukum serta membedakan objek kajiannya 

dengan teori hukum dan yurisprudensi. 
2. Mengidentifikasi kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu 

filsafat secara umum. 
3. Menganalisis manfaat dan relevansi mempelajari filsafat hukum bagi 

profesi hukum. 
4. Memaparkan masalah-masalah fundamental yang menjadi perdebatan 

utama dalam filsafat hukum. 
5. Membedakan dasar moral dan sosiologis yang mengikat keberlakuan 

hukum. 
6. Menguraikan karakteristik metodologi berpikir filosofis seperti radikal, 

sistematis, dan universal dalam konteks hukum. 
7. Mendeskripsikan perbedaan antara validitas empiris dan validitas 

normatif dalam ilmu hukum. 
 
Pendahuluan 

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sebuah aturan hukum 
harus ditaati, bahkan ketika aturan tersebut terasa tidak adil? Atau, apa 
sesungguhnya yang menjadi dasar kekuatan mengikat sebuah undang-
undang sehingga mampu memaksa jutaan orang untuk tunduk padanya? 
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang sekali muncul dalam ruang 
pengadilan atau dalam penyusunan kontrak bisnis. Aktivitas hukum sehari-
hari lebih sering berfokus pada penerapan pasal, interpretasi teks, dan 
pencarian solusi praktis atas sengketa. Namun, di balik semua kegiatan 
teknis tersebut, tersimpan lapisan pertanyaan yang lebih dalam, lebih 



 

 

BAB 2:  
 
 

ONTOLOGI HUKUM:  
HAKIKAT DAN KEBERADAAN HUKUM 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian ontologi hukum sebagai cabang filsafat hukum. 
2. Menganalisis berbagai pandangan mengenai hakikat hukum, baik 

sebagai perintah, cerminan keadilan, maupun perilaku sosial. 
3. Membedakan antara hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) 

dan hukum yang berlaku positif (ius constitutum). 
4. Menguraikan problematika universalitas hukum dalam kaitannya 

dengan partikularisme budaya lokal. 
5. Mengidentifikasi unsur-unsur fundamental yang membentuk eksistensi 

hukum, seperti paksaan, moralitas, dan kekuasaan. 
6. Mengevaluasi peran sanksi dalam menentukan keabsahan sebuah 

sistem hukum. 
7. Menganalisis hubungan dialektis antara moralitas sebagai jiwa hukum 

dengan kekuasaan politik sebagai instrumen pembentuknya. 
 
Pendahuluan 

Di manakah sesungguhnya hukum itu berada? Apakah ia tersimpan 
dalam lembaran-lembaran tebal kitab undang-undang yang berdebu di 
perpustakaan? Ataukah ia bersemayam dalam sanubari manusia sebagai 
gagasan luhur tentang keadilan? Mungkin, hukum justru baru benar-benar 
ada ketika ia mewujud dalam perilaku sehari-hari masyarakat dan dalam 
ketukan palu seorang hakim di ruang pengadilan. Pertanyaan tentang 
“keberadaan” atau “hakikat” hukum ini membawa kita ke dalam inti 
persoalan ontologi hukum. Ontologi, sebagai cabang filsafat yang 
menyelidiki hakikat keberadaan (being), menantang kita untuk 



 

 

BAB 3:  
 
 

EPISTEMOLOGI HUKUM:  
SUMBER DAN KEBENARAN HUKUM 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian epistemologi hukum dan relevansinya dalam 

studi hukum. 
2. Mengidentifikasi dan membedakan sumber-sumber pengetahuan 

hukum, yaitu rasio, pengalaman, dan intuisi/wahyu. 
3. Menganalisis tiga teori utama kebenaran (koherensi, korespondensi, 

dan pragmatis) dan penerapannya dalam yurisprudensi. 
4. Menjelaskan proses pembentukan konsep hukum, mulai dari abstraksi 

gejala sosial hingga kodifikasi. 
5. Menguraikan proses sistematisasi pengetahuan hukum dan tujuannya 

dalam menciptakan kepastian. 
6. Mengevaluasi kritik terhadap asumsi objektivitas dalam ilmu hukum. 
7. Mengaitkan berbagai pendekatan epistemologis dengan aliran-aliran 

filsafat hukum yang relevan. 
 
Pendahuluan 

Bagaimana seorang hakim “mengetahui” bahwa tindakannya telah 
sesuai dengan hukum? Apakah pengetahuan itu semata-mata berasal dari 
kemampuan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang ada di 
hadapannya? Atau, apakah ada sumber pengetahuan lain yang ia gunakan, 
seperti rasa keadilannya, pengamatannya terhadap realitas sosial, atau 
konsistensi logis dengan putusan-putusan sebelumnya? Pertanyaan tentang 
“bagaimana kita mengetahui hukum” dan “apa yang membuat sebuah 
pernyataan hukum itu benar” adalah inti dari epistemologi hukum. 
Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber, dan 



 

 

BAB 4:  
 
 

AKSIOLOGI HUKUM:  
TUJUAN DAN NILAI-NILAI HUKUM 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup aksiologi hukum sebagai 

studi tentang tujuan dan nilai-nilai hukum. 
2. Menganalisis nilai keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum, 

termasuk membedakan berbagai jenis keadilan. 
3. Memaparkan teori-teori keadilan modern yang dirumuskan oleh John 

Rawls dan Amartya Sen. 
4. Mendeskripsikan nilai kepastian hukum, relevansinya bagi tatanan 

sosial, serta ketegangannya dengan nilai keadilan. 
5. Mengevaluasi nilai kemanfaatan (utilitas) sebagai tujuan hukum dan 

implementasinya dalam analisis ekonomi terhadap hukum. 
6. Mengidentifikasi potensi konflik antara ketiga nilai dasar hukum: 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 
7. Menerapkan kerangka aksiologis untuk menganalisis tujuan di balik 

sebuah produk perundang-undangan atau kebijakan hukum. 
 
Pendahuluan 

Untuk apa hukum itu ada? Setelah pada bab sebelumnya kita 
menyelidiki hakikat dan sumber pengetahuan hukum, kini kita tiba pada 
pertanyaan yang mungkin paling menggugah: apa tujuan akhir dari semua 
bangunan norma, institusi, dan proses yang kita sebut hukum? Pertanyaan 
tentang tujuan ini membawa kita ke ranah aksiologi hukum. Aksiologi, yang 
berasal dari kata Yunani axios (nilai) dan logos (ilmu), adalah cabang filsafat 
yang menyelidiki hakikat nilai. Dengan demikian, aksiologi hukum adalah 
studi tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang menjadi landasan dan arah 
bagi hukum. 



 

 

BAB 5:  
 
 

ALIRAN HUKUM ALAM (NATURAL LAW) 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan asumsi fundamental dari aliran 

Hukum Alam. 
2. Menguraikan evolusi historis pemikiran Hukum Alam dari era 

Kosmologis, Teologis, hingga Rasionalistis. 
3. Mengidentifikasi dan memaparkan pemikiran pokok dari tokoh-tokoh 

utama Hukum Alam seperti Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John 
Locke. 

4. Menganalisis konsep hierarki hukum menurut Thomas Aquinas. 
5. Menjelaskan proses sekularisasi Hukum Alam dan peran Hugo Grotius 

dalam perkembangannya. 
6. Menganalisis relevansi dan manifestasi pemikiran Hukum Alam dalam 

konteks modern, termasuk dalam diskursus hak asasi manusia. 
7. Mendeskripsikan pemikiran Lon Fuller mengenai "moralitas internal 

hukum" sebagai bentuk modern dari Hukum Alam. 
 
Pendahuluan 

Pernahkah Anda membaca sebuah berita tentang suatu putusan 
pengadilan yang secara teknis yuridis mungkin benar, namun terasa begitu 
menusuk rasa keadilan Anda? Atau ketika sebuah rezim pemerintahan 
mengesahkan undang-undang yang, meskipun sah secara prosedural, justru 
melegalkan penindasan dan diskriminasi? Dalam momen-momen seperti itu, 
dari manakah datangnya standar yang kita gunakan untuk mengatakan 
bahwa hukum tersebut “tidak adil” atau “salah”? Jika hukum positif adalah 
satu-satunya sumber hukum, maka secara logis kita tidak bisa 
mengkritiknya. Namun, intuisi kita yang paling dalam seolah memberontak, 
seakan-akan ada sebuah hukum yang lebih tinggi, sebuah standar 



 

 

BAB 6:  
 
 

POSITIVISME HUKUM (LEGAL POSITIVISM) 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan latar belakang intelektual dan prinsip-prinsip dasar dari 

aliran Positivisme Hukum. 
2. Menganalisis tesis pemisahan antara hukum (law) dan moralitas 

(morality) sebagai inti dari pemikiran positivis. 
3. Memaparkan teori hukum sebagai perintah dari kedaulatan (command 

theory) yang digagas oleh John Austin. 
4. Mengidentifikasi unsur-unsur kunci dalam positivisme analitis, yaitu 

kedaulatan, perintah, dan sanksi. 
5. Menjelaskan Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) yang 

dikembangkan oleh Hans Kelsen. 
6. Menguraikan konsep hierarki norma hukum (Stufenbau) dan 

kedudukan Grundnorm sebagai dasar validitas tertinggi. 
7. Menganalisis upaya purifikasi ilmu hukum dari anasir-anasir non-hukum 

seperti politik, sosiologi, dan moralitas. 
 
Pendahuluan 

Jika aliran Hukum Alam mengajak kita untuk menengadah ke langit 
mencari prinsip-prinsip keadilan universal, maka aliran Positivisme Hukum 
menuntut kita untuk menjejakkan kaki kuat-kuat di bumi dan hanya melihat 
pada apa yang nyata di hadapan kita. Aliran ini lahir sebagai sebuah reaksi 
dan koreksi radikal terhadap pemikiran Hukum Alam yang dianggap terlalu 
spekulatif, metafisik, dan subjektif. Pernahkah Anda berpikir, betapapun 
mulianya gagasan tentang keadilan, bagaimana kita bisa menjalankan 
sebuah negara jika setiap orang dapat menolak untuk mematuhi undang-
undang hanya karena merasa undang-undang itu “tidak adil” menurut 
versinya sendiri? Di manakah letak kepastian dan objektivitas hukum? 



 

 

BAB 7:  
 
 

UTILITARIANISME DALAM HUKUM 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan prinsip dasar utilitarianisme sebagai aliran teleologis 

dalam filsafat hukum. 
2. Menganalisis perbedaan fundamental antara utilitarianisme kuantitatif 

Jeremy Bentham dan utilitarianisme kualitatif John Stuart Mill. 
3. Mengevaluasi konsep hukum sebagai alat rekayasa kebahagiaan dan 

implikasinya terhadap pembentukan perundang-undangan. 
4. Mengkritisi pandangan utilitarianisme terhadap konsep hak kodrati dan 

keadilan absolut. 
5. Menerapkan prinsip Harm Principle dalam menganalisis batasan 

intervensi negara terhadap kebebasan individu. 
6. Mengidentifikasi jejak pemikiran utilitarianisme dalam pembangunan 

hukum dan kebijakan publik di Indonesia. 
7. Melakukan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) sederhana 

terhadap sebuah produk hukum kontemporer. 
 
Pendahuluan 

Apakah sebuah undang-undang dapat dikatakan baik jika ia adil secara 
teoretis, namun menyengsarakan jutaan orang dalam pelaksanaannya? 
Sebaliknya, apakah sebuah kebijakan yang mengorbankan hak segelintir 
orang demi kesejahteraan mayoritas dapat dibenarkan secara moral? 
Pertanyaan ini membawa kita pada jantung perdebatan aliran 
utilitarianisme. Berbeda dengan aliran Hukum Alam yang mencari keadilan 
di langit metafisika atau Positivisme yang terpaku pada teks aturan, 
utilitarianisme menancapkan kakinya pada konsekuensi nyata. Bagi aliran 
ini, hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum hanyalah sarana 
atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemanfaatan atau 
kebahagiaan manusia. 



 

 

BAB 8:  
 
 

MAZHAB SEJARAH (HISTORICAL SCHOOL) 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan latar belakang kelahiran Mazhab Sejarah sebagai reaksi 

terhadap aliran Hukum Alam dan Positivisme. 
2. Menganalisis kritik Friedrich Carl von Savigny terhadap kodifikasi hukum 

dan universalisme hukum. 
3. Mendefinisikan konsep Volkgeist (Jiwa Bangsa) dan relevansinya 

sebagai sumber hukum utama. 
4. Menguraikan pandangan bahwa hukum tumbuh secara organik dalam 

masyarakat menyerupai perkembangan bahasa. 
5. Menjelaskan peran ahli hukum (jurist) dalam merumuskan kesadaran 

hukum masyarakat menjadi aturan teknis. 
6. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Mazhab Sejarah, khususnya 

terkait isu konservatisme hukum. 
7. Menganalisis pengaruh Mazhab Sejarah terhadap perkembangan 

Hukum Adat di Indonesia. 
 
Pendahuluan 

Pernahkah Anda bertanya mengapa hukum di suatu negara sering kali 
gagal ketika diterapkan di negara lain, meskipun undang-undang tersebut 
dianggap modern dan canggih? Atau mengapa hukum adat di pedalaman 
Nusantara tetap dipatuhi dengan takzim oleh masyarakatnya, meskipun 
tidak pernah dituliskan dalam lembaran negara? Fenomena ini 
menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi kedalaman yang tidak dapat 
dijangkau hanya dengan logika rasional atau perintah penguasa semata. 
Hukum tampaknya memiliki akar yang tertanam jauh di dalam sejarah dan 
kebudayaan suatu masyarakat. Pemahaman inilah yang menjadi inti dari 
Mazhab Sejarah (historical school of jurisprudence). 



 

 

BAB 9:  
 
 

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Membedakan secara teoretis antara Sosiologi Hukum (Sociology of Law) 

dan Sociological Jurisprudence. 
2. Menganalisis perbedaan dikotomis antara hukum dalam buku (law in 

books) dan hukum dalam tindakan (law in action). 
3. Menjelaskan konsep Living Law dari Eugen Ehrlich dan relevansinya 

terhadap efektivitas hukum negara. 
4. Menguraikan konsep Social Engineering dari Roscoe Pound dan 

penerapannya dalam kebijakan publik. 
5. Mengevaluasi peran hakim dalam menyeimbangkan berbagai 

kepentingan (interests) yang ada dalam masyarakat. 
6. Mengidentifikasi kesenjangan antara validitas normatif dan validitas 

empiris dalam fenomena hukum. 
7. Menerapkan pendekatan sosiologis untuk membedah masalah 

ketidakefektifan undang-undang di masyarakat. 
 
Pendahuluan 

Selama berabad-abad, perdebatan hukum didominasi oleh dua kutub 
ekstrem: aliran Hukum Alam yang sibuk dengan nilai-nilai abstrak di langit 
dan aliran Positivisme yang terpaku pada logika aturan di dalam ruang 
hampa. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul 
sebuah kesadaran baru yang menggugat kedua pandangan tersebut. Para 
sarjana mulai menyadari bahwa hukum tidak beroperasi di ruang kosong. 
Hukum adalah institusi sosial yang bekerja di tengah-tengah manusia yang 
hidup, berkonflik, dan berinteraksi. Kesadaran inilah yang melahirkan 
Sociological Jurisprudence, sebuah aliran yang menekankan bahwa hukum 
yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 



 

 

BAB 10:  
 
 

REALISME HUKUM (LEGAL REALISM) 
 

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan latar belakang kemunculan gerakan Realisme Hukum 

sebagai reaksi terhadap Formalisme Hukum. 
2. Membedakan karakteristik utama Realisme Hukum Amerika, termasuk 

skeptisisme terhadap peraturan (rule skepticism) dan skeptisisme 
terhadap fakta (fact skepticism). 

3. Menganalisis konsep hukum sebagai prediksi atas putusan pengadilan 
menurut Oliver Wendell Holmes Jr. 

4. Menguraikan peran faktor-faktor non-hukum, seperti psikologi hakim, 
dalam proses pengambilan keputusan yudisial. 

5. Membedakan secara kritis antara Realisme Hukum Amerika yang 
pragmatis dan Realisme Hukum Skandinavia yang filosofis. 

6. Menjelaskan kritik Realisme Hukum Skandinavia terhadap konsep-
konsep hukum metafisis seperti "hak" dan "kewajiban". 

7. Mengevaluasi kontribusi dan pengaruh Realisme Hukum terhadap 
praktik hukum modern dan pendidikan hukum. 

 
Pendahuluan 

Jika Positivisme Hukum mengajarkan bahwa hukum adalah logika 
aturan yang tertutup dan Mazhab Sejarah mengajarkan bahwa hukum 
adalah jiwa bangsa yang tumbuh perlahan, maka Realisme Hukum datang 
dengan sebuah hentakan keras yang membangunkan kita dari mimpi indah 
tentang keteraturan hukum. Realisme Hukum, yang berkembang pesat 
pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat dan Skandinavia, 
bukanlah sebuah aliran filsafat yang sistematis dalam arti tradisional. Ia 
lebih tepat disebut sebagai sebuah “gerakan” intelektual yang dipersatukan 
oleh satu semangat yang sama: pemberontakan terhadap formalisme dan 
mitos-mitos hukum yang menutupi kenyataan. 



 

 

BAB 11:  
 
 

CRITICAL LEGAL STUDIES  
(STUDI HUKUM KRITIS) 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan latar belakang sejarah dan akar intelektual kemunculan 

gerakan Critical Legal Studies (CLS). 
2. Menganalisis pengaruh Marxisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, dan 

Dekonstruksi Derrida terhadap pemikiran hukum kritis. 
3. Menguraikan konsep ketidakpastian (indeterminacy) dalam hukum dan 

implikasinya terhadap prediksi putusan hakim. 
4. Mengevaluasi kritik CLS terhadap klaim netralitas, objektivitas, dan 

otonomi hukum liberal. 
5. Menjelaskan pandangan CLS mengenai pendidikan hukum sebagai 

sarana reproduksi hierarki sosial. 
6. Membedakan varian-varian pemikiran kritis kontemporer seperti 

Feminist Legal Theory, Critical Race Theory, dan Post-Modernisme. 
7. Menerapkan perspektif kritis untuk membongkar ideologi tersembunyi 

di balik sebuah peraturan atau putusan pengadilan. 
 
Pendahuluan 

Selama beberapa dekade, pendidikan hukum konvensional sering kali 
mengajarkan bahwa hukum adalah sebuah sistem aturan yang rasional, 
netral, dan otonom. Mahasiswa diajarkan untuk percaya bahwa ada 
pemisahan yang tegas antara hukum dan politik, serta bahwa hakim 
memutus perkara semata-mata berdasarkan logika yuridis yang objektif. 
Namun, pada akhir tahun 1970-an, muncul sebuah gelombang intelektual di 
Amerika Serikat yang mengguncang fondasi keyakinan tersebut. Gerakan ini 
dikenal sebagai Critical Legal Studies atau Studi Hukum Kritis (CLS). Gerakan 
ini tidak sekadar melanjutkan tradisi Realisme Hukum, tetapi melangkah 



 

 

BAB 12:  
 
 

FILSAFAT HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menganalisis fondasi filosofis Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif 

hukum alam dan teori kontrak sosial. 
2. Mengevaluasi kritik-kritik utama terhadap konsep HAM yang datang 

dari aliran positivisme hukum dan utilitarianisme. 
3. Menjelaskan konsep martabat manusia (human dignity) sebagai inti 

moral dari instrumen HAM internasional. 
4. Membedah perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya 

dalam penerapan HAM di konteks global dan lokal. 
5. Mengidentifikasi isu-isu kontemporer HAM yang muncul akibat 

perkembangan teknologi, krisis lingkungan, dan dinamika sosial baru. 
6. Merumuskan argumen filosofis mengenai kewajiban moral terhadap 

generasi masa depan dalam konteks keadilan lingkungan. 
7. Menerapkan kerangka berpikir filosofis untuk memecahkan dilema etis 

dalam kasus-kasus pelanggaran HAM modern. 
 
Pendahuluan 

Apakah hak asasi manusia itu benar-benar ada, ataukah ia hanya 
sekadar konstruksi retorika yang diciptakan oleh peradaban Barat pasca-
Perang Dunia II? Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, namun ia 
menyentuh jantung persoalan ontologis dan epistemologis dari diskursus 
hak asasi manusia. Dalam dunia hukum praktis, kita terbiasa menerima 
HAM sebagai sesuatu yang given, tertera dalam konstitusi, kovenan 
internasional, dan undang-undang. Namun, filsafat hukum menuntut kita 
untuk menggali lebih dalam: dari mana hak-hak ini berasal? Apa yang 



 

 

BAB 13:  
 
 

FILSAFAT PENEGAKAN HUKUM  
DAN KEADILAN RESTORATIF 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menganalisis hakikat penegakan hukum sebagai aktivitas moral, bukan 

sekadar teknis prosedural. 
2. Mengevaluasi peran integritas moral dan etika profesi aparat penegak 

hukum dalam mewujudkan keadilan. 
3. Menjelaskan konsep diskresi hakim dan ketegangannya dengan asas 

legalitas. 
4. Membedakan tiga teori utama pemidanaan: retributif, deterrens 

(pencegahan), dan rehabilitasi. 
5. Menguraikan filosofi Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai 

pergeseran paradigma dari keadilan penghukuman. 
6. Menganalisis kritik terhadap sistem peradilan retributif yang 

meminggirkan peran korban. 
7. Menerapkan konsep pemulihan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian 

kasus pidana konkret. 
 
Pendahuluan 

Hukum yang tertulis indah di dalam kitab undang-undang hanyalah 
deretan kata mati sampai ia disentuh oleh tangan manusia yang 
memberlakukannya. Inilah momen krusial yang kita sebut sebagai 
penegakan hukum. Dalam filsafat hukum, penegakan hukum bukan sekadar 
persoalan teknis tentang bagaimana polisi menangkap tersangka atau 
bagaimana hakim mengetukkan palu. Ia adalah persoalan etis yang 
mendalam tentang bagaimana kekuasaan negara digunakan terhadap 
warga negaranya. Ketika seorang aparat penegak hukum bertindak, ia tidak 
hanya sedang menerapkan pasal, tetapi ia sedang merealisasikan nilai-nilai 



 

 

BAB 14:  
 
 

FILSAFAT HUKUM  
DI ERA DISRUPSI DAN TEKNOLOGI 

 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menganalisis tantangan ontologis mengenai status keberadaan 

kecerdasan buatan dalam sistem hukum. 
2. Mengevaluasi konsep subjek hukum dalam kaitannya dengan entitas 

non-biologis seperti robot dan algoritma. 
3. Menjelaskan problematisasi tanggung jawab hukum dalam keputusan 

otonom yang dibuat oleh mesin. 
4. Mengidentifikasi bias algoritma sebagai ancaman baru terhadap prinsip 

keadilan dan kesetaraan. 
5. Menganalisis ketegangan antara kedaulatan negara tradisional dan sifat 

lintas batas ruang siber. 
6. Merumuskan kerangka etika untuk regulasi teknologi yang melindungi 

martabat manusia. 
7. Memproyeksikan transformasi konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) di 

masa depan yang didominasi oleh teknologi. 
 
Pendahuluan 

Kita kini berdiri di tepi jurang perubahan yang sama radikalnya dengan 
penemuan mesin uap atau listrik. Revolusi industri keempat, yang didorong 
oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI), big data, dan 
internet untuk segala (Internet of Things), sedang merombak fondasi 
peradaban manusia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Dalam konteks ini, hukum sering kali tergopoh-gopoh 
mengejar ketertinggalan. Ketika teknologi mampu mengemudikan mobil, 
mendiagnosis penyakit, bahkan memutus perkara pengadilan, pertanyaan-
pertanyaan filosofis yang selama ini kita anggap mapan mendadak 
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Berikut adalah daftar istilah penting dari seluruh bab dalam buku ini 
untuk memudahkan pemahaman pembaca. 

• Abstraksi: Proses mental untuk memisahkan ide atau konsep dari objek 
konkret; dalam hukum, proses menciptakan kategori hukum umum dari 
kasus partikular. 

• Aksiologi Hukum: Cabang filsafat hukum yang mempelajari tentang 
tujuan akhir dan nilai-nilai fundamental hukum, seperti keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan. 

• Algorithmic Bias: Kecenderungan algoritma untuk menghasilkan output 
yang tidak adil akibat data latih yang bias. 

• Code is Law: Konsep bahwa kode perangkat lunak berfungsi sebagai 
regulator perilaku di ruang siber, setara dengan hukum undang-undang. 

• Command Theory: Teori John Austin yang mendefinisikan hukum 
sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang didukung oleh 
sanksi. 

• Cost-Benefit Analysis: Proses menghitung dan membandingkan 
manfaat dan biaya dari suatu kebijakan untuk menentukan efisiensi. 

• Critical Legal Studies (CLS): Gerakan pemikiran hukum yang menantang 
netralitas hukum liberal dan memandang hukum sebagai politik dan 
ideologi. 

• Das Sein / Das Sollen: Istilah Jerman untuk membedakan antara "dunia 
fakta/apa yang ada" dan "dunia norma/apa yang seharusnya". 

• Dekonstruksi: Metode analisis teks untuk membongkar kontradiksi 
internal dalam wacana hukum. 

• Deterrens: Teori pemidanaan yang bertujuan mencegah kejahatan 
dengan menciptakan rasa takut (efek jera). 
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• Diskresi: Kebebasan pejabat publik (hakim/polisi) untuk mengambil 
keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi yang tidak 
diatur rinci. 

• Epistemologi Hukum: Cabang filsafat hukum yang mengkaji sifat, 
sumber, dan validitas pengetahuan hukum. 

• Felicific Calculus: Metode Bentham untuk mengukur derajat 
kesenangan/kebahagiaan secara kuantitatif. 

• Grundnorm: Konsep Hans Kelsen untuk norma dasar non-positif yang 
diasumsikan sebagai sumber validitas tertinggi sistem hukum. 

• Hak Ekosob: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menuntut peran 
aktif negara. 

• Hak Kodrati (Natural Rights): Hak yang melekat pada manusia secara 
inheren (hidup, kebebasan, milik), bukan pemberian negara. 

• Hak Sipol: Hak Sipil dan Politik yang menuntut negara menahan diri dari 
intervensi (negative rights). 

• Harm Principle: Prinsip J.S. Mill bahwa kebebasan individu hanya boleh 
dibatasi untuk mencegah kerugian bagi orang lain. 

• Hegemoni: Dominasi kelompok penguasa melalui persetujuan ideologis 
dan budaya. 

• Historical School (Mazhab Sejarah): Aliran yang menekankan hukum 
sebagai produk sejarah dan jiwa bangsa (Volkgeist), bukan konstruksi 
rasional. 

• Hukum Alam (Natural Law): Aliran yang meyakini adanya hukum yang 
lebih tinggi dari hukum positif, bersumber dari alam, Tuhan, atau rasio. 

• Indeterminacy: Konsep bahwa doktrin hukum tidak mampu 
memberikan jawaban tunggal yang pasti untuk kasus konkret. 

• Integritas: Kesatuan antara tindakan dan nilai etis dalam diri penegak 
hukum. 
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• Ius Constituendum / Ius Constitutum: Hukum yang dicita-citakan (masa 
depan) vs Hukum yang berlaku saat ini (positif). 

• Juristenrecht: Hukum ahli hukum; tahap perkembangan hukum di mana 
hukum teknis dikelola oleh sarjana hukum. 

• Keadilan Distributif: Keadilan dalam alokasi sumber daya dan beban 
dalam masyarakat. 

• Keadilan Komutatif: Keadilan dalam transaksi atau pertukaran antar 
individu. 

• Keadilan Restoratif: Pendekatan penyelesaian perkara yang fokus pada 
pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. 

• Keadilan Retributif: Teori pemidanaan yang fokus pada pembalasan 
setimpal atas kesalahan masa lalu. 

• Legal Realism: Gerakan yang menekankan studi empiris tentang 
bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (law in action) dan peran 
faktor non-hukum. 

• Lex Informatica: Aturan teknis yang mengatur perilaku di jaringan 
digital. 

• Lex Iniusta Non Est Lex: Prinsip "hukum yang tidak adil bukanlah 
hukum". 

• Living Law: Konsep Ehrlich tentang norma sosial yang secara faktual 
mengatur kehidupan masyarakat di luar hukum negara. 

• Martabat Manusia (Human Dignity): Nilai intrinsik manusia yang 
menjadikannya tujuan pada dirinya sendiri. 

• Metafisika: Cabang filsafat tentang hakikat realitas fundamental. 

• Moralitas Internal Hukum: Delapan prinsip prosedural dari Lon Fuller 
yang harus dipenuhi agar aturan layak disebut hukum. 

• Ontologi Hukum: Studi tentang hakikat keberadaan hukum. 

• Pacing Problem: Kesenjangan kecepatan antara inovasi teknologi dan 
regulasi hukum. 
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• Positivisme Hukum: Aliran yang memisahkan hukum dari moralitas dan 
fokus pada hukum yang ditetapkan penguasa. 

• Rechtsstaat: Negara Hukum; konsep negara yang tindakan 
pemerintahannya dibatasi oleh hukum. 

• Reifikasi: Menjadikan hubungan sosial seolah-olah menjadi benda mati 
yang alamiah. 

• Right to be Forgotten: Hak menghapus jejak digital masa lalu. 

• Rule of Code: Situasi di mana aturan teknis/algoritma menggantikan 
peran hukum konvensional. 

• Social Engineering: Konsep Roscoe Pound menggunakan hukum untuk 
merekayasa perubahan sosial. 

• Stufenbau: Teori hierarki norma hukum dari Kelsen. 

• Utilitarianisme: Teori etika/hukum yang menilai kebaikan berdasarkan 
konsekuensi kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. 

• Volkgeist: Jiwa Bangsa; sumber hukum dalam Mazhab Sejarah. 

• Weltanschauung: (Jerman) Pandangan hidup atau filosofi dasar yang 
dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa, yang mempengaruhi sistem 
hukumnya. 

• Zeitgeist: (Jerman) Semangat zaman; iklim intelektual dan budaya pada 
suatu era tertentu yang mempengaruhi perkembangan hukum (lawan 
dari Volkgeist yang berbasis tradisi).  
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